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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan desakan dari
masyarakat dalam hal pelayanan publik, maka untuk memenuhi harapan masyarakat
dalam hal pelayanan dilakukan upaya dari unit penyelenggara pelayanan publik
memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pelayanan
publik telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasionl Pengembangan E-Government. Pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, tujuanya untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penerapan Intruksi Presiden Nomor
3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government,
salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah menerapakan Inpres tersebut adalah
Kabupaten Sleman dengan website resmi pemerintah Kabupaten Sleman dan alamat

domainnya http://www.slemankab.go.id. Sama halnya dengan Kabupaten Sleman yang

telah mempunyai website resmi, Kecamatan Godean juga telah mempunyai website

resmi dengan nama domainnya http://www.godeankec.slemankab.go.id.



http://www.slemankab.go.id/
http://www.godeankec.slemankab.go.id/

Sistem Informasi Pelayanan Satu Atap (SIMTAP) merupakan pelayanan e-
government pada tingkat pemerintah daerah. Intruksi Presiden tersebut merupakan
upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan.
Visi dan misi yang berbeda-beda disetiap daerah menjadi tantangan bagi pemerintah
dalam menerapkan strategi e-government. Beberapa aspek yang harus menjadi
perhatian serius pemerintah dalam penerapan e-government untuk memperoleh
fasilitas pelayanan publik bagi seluruh kalangan masyarakat, berupa sarana dan
prasarana, kesiapan masyarakat, pemanfaatan dan pemahaman terhadap e-government
dan SDM. Aspek-aspek tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam penerapan
e-government, namun tantangan utama juga terdapat dalam kompleksitas birokrasi
yang dimulai dari tumpang tindih aturan-aturan dan kebijakan, serta politisasi dalam
birokrasi. Seorang birokrat berkesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan
dan kenaikan pangkat, setelah memperoleh kesempatan tersebut seorang birokrat harus
mempraktikan pengetahuannya dari pendidikan dan pelatihan, akan tetapi justru

melakukan usaha politisasi untuk mengamankan posisi jabatannya.

Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan upaya yang mendasar untuk
melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025. Implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam Peraturan Menteri
PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-

2014. Beberapa peraturan untuk meningkatkan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan



reformasi birokrasi, antara lain: Keppres Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi
Nasional, kemudian disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010,
Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim
Independen, dan Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Tim Penjamin Kualitas. Reformasi birokrasi pada instansi pemerintah
daerah, maka dilakukan peningkatan sosialisasi kepada pemerintah daerah. Tim

Penjamin kualitas mengawasi peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan melakukan riset tentang survei
kepuasaan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mengukur kepuasaan
masyarakat pengguna layanan. Riset tersebut dilakukan di Kementrian Riset,
Teknologi dan Pendidikan. Salah satu riset yang dilakukan oleh Kementrian Riset,
Tekonologi dan pendidikan adalah survei Perizinan Mahasiswa Asing dan Tenaga Ahli
Asing. Rentang waktu survei mulai 14 Agustus 2017 hingga 14 September 2017
dengan responden sebanyak 119 responden. Sebanyak 119 responden mengisi
kuesioner dengan didominasikan oleh 55% responden laki-laki dan 66% responden
dengan pendidikan terakhir S1/D4. Pengukuran kepuasan layanan menggunakan 9

variabel unsur pelayanan, antara lain sebagai berikut:



Tabel 1.1. Pengukuran Kepuasan Layanan

No. | Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata
Ul | Persyaratan Pelayanan 3.23
U2 | Prosedur Pelayanan 3.22
U3 | Waktu Pelayanan 2.78
U4 | Biaya/Tarif 3.20
U5 | Produk Spesifikasi Pelayanan 3.09
U6 | Kompetensi Pelaksana 3.31
U7 | Perilaku Pelaksana 3.23
U8 | Maklumat Pelaksana 3.06
U9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.17

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017

Berdasarkan hasil akhir nilai rata-rata dari masing-masing variabel, faktor SDM
menjadi unggulan dalam layanan ini. Indeks kepuasaan masyarakat dalam layanan ini
sebesar 78.57, maka berdasarkan IKM tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan
Perizinan Mahasiswa Asing dan tenaga Ahli Asing termasuk dalam kategori layanan
kualitas baik. Berdasarkan hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan suatu instansi, dalam melakukan pelayanan
seorang birokrat dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait dengan pelayanan.

Salah satu persoalan tersebut ialah kompleksitas tugas.

Penelitian tentang kompleksitas tugas birokrasi dalam pelayanan publik

berbasis e-government penting karena untuk mengetahui kompleksitas tugas pelayanan



publik berbasis e-government. Analisis dalam penelitian ini lebih spesifik pada
kompleksitas tugas birokrasi dalam pelayanan publik berbasis e-government dan
faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas tugas. Alasan mengapa penelitian
tentang kompleksitas tugas birokrasi dipilih karena untuk mengetahui kompleksitas
tugas dan faktor-faktor yang memengaruhi kompleksitas tugas terhadap pelayanan

publik berbasis e-government di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul: Kompleksitas Tugas Birokrasi dalam Pelayanan Publik berbasis E-

Government di Kantor Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompleksitas tugas birokrasi dalam pelayanan publik berbasis e-
government di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas tugas birokrasi dalam
pelayanan publik berbasis e-government di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten

Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui kompleksitas tugas birokrasi dalam pelayanan publik berbasis
e-government di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas tugas birokrasi
dalam pelayanan publik berbasis e-government di Kantor Kecamatan Godean

Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak,
baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun beberapa manfaat

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat
memberikan sumbangsih pemikiran tentang kompleksitas tugas birokrasi
dalam pelayanan publik berbasis e-government di Kantor Kecamatan Godean
Kabupaten Sleman dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas tugas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mendapatkan pengetahuan tentang kompleksitas tugas birokrasi
dalam pelayanan publik berbasis e-government di Kantor Kecamatan
Godean Kabupaten Sleman dan faktor-faktor yang mempengaruhi

kompleksitas tugas.



b. Bagi Pemerintah
Memberikan pemahaman tentang kompleksitas tugas birokrasi
dalam pelayanan publik berbasis e-government di Kantor Kecamatan
Godean Kabupaten Sleman dan faktor-faktor yang mempengaruhi
kompleksitas tugas.
c. Bagi Masyarakat
Memambah wawasan tentang kompleksitas tugas birokrasi
dalam pelayanan publik berbasis e-government di Kantor Kecamatan
Godean Kabupaten Sleman dan faktor-faktor yang mempengaruhi

kompleksitas tugas.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan peninjauan terkait

dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul
dan Penelitian ] o )
No. | +ahun Hasil Penelitian Rekomendasi
1. | Parjanti, Pengaruh Sistem | Kompleksitas tugas | Menambah variabel
Titisari Informasi berpengaruh bebasnya atau
dan Akuntansi, Gaya | terhadap kinerja | menggunakan
Nurlaela | Kepemimpinan | karyawan.  Sistem | variabel lain yang
(2014) dan informasi akuntansi, | bisa mempengaruhi
Kompleksitas gaya kepemimpinan | kinerja  karyawan,
Tugas Terhadap | dan kompleksitas | misalnya locus of




Kinerja
Karyawan.

tugas  berpengaruh
terhadap kinerja
karyawan.

control dan orientasi
tujuan.

Gautama
dan
Dwirandra
(2017)

Locus of Control
sebagai
Pemoderasi
Pengaruh
Propesionalisme
dan
Kompleksitas
Tugas pada

Kompleksitas tugas

berpengaruh
terhadap Kinerja
auditor di  kantor
Akuntan Publik
Provinsi Bali, hal
tersebut

menunjukkan bahwa

Untuk meningkatkan
kemampuan auditor
dalam menghadapi
keadaan audit yang
kompleks maka
auditor harus bisa
meminilisasi tingkat
kesulitan dan

Kinerja Auditor. | semakin tinggi | ketidakjelasan yang
kompleksitas tugas | ada, selain  itu
maka akan | kemampuan analisis
menurunkan Kinerja | auditor juga harus
auditor.  Hubungan | dapat diasah
kompleksitas tugas | sehingga dapat
terhadap kinerja | menghasilkan
auditor tidak | kualitas audit yang
dipengaruhi locus of | baik berdasarkan
control di  kantor | prosedur yang baik
Akuntan Publik | pula.

Provinsi Bali.
Susilo Integritas Integritas tidak | Mempertahankan
(2017) sebagai tebukti dapat | dan mengoptimalkan

Pemoderasi memperlemah pengaturan dan

Pengaruh pengaruh penugasan  antara

Tekanan kompleksitas tugas | anggaran waktu dan

Anggaran pada kualitas audit. | kompleksitas tugas

Wakitu, Hal demikian | agar kualitas audit

Kompleksitas disebabkan  karena | optimal. Mendorong

Tugas, dan | pengetahuan  yang | dan memotivasi

Pengalaman dimiliki auditor. | auditor untuk

Kerja pada | Sebanyak  72,34% | senantiasa

Kualitas Audit. | dari responden | meningkatkan
memiliki tingkat | tingkat pendidikan.




pendidikan Strata | | Meningkatkan

atau Diploma 1V | kegiatan-kegiatan
untuk  mendukung | yang dapat
kemahiran dan | mendorong
propesional  dalam | peningkatan
menghadapi integritas.
kompleksitas  tugas
audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokusnya,
penelitian ini memfokuskan hanya kepada kompleksitas tugas dan faktor-faktor yang
mempengaruhi kompleksitas tugas. Penelitian ini untuk mengetahui kompleksitas
tugas birokrasi dalam pelayanan publik berbasis e-government dan faktor-faktor yang
mempengaruhi kompleksitas tugas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif
dengan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data
primer dan data sekunder maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan berupa: reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Kantor
Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Kantor Kecamatan sebagai instansi
pemerintah yang melayani kebutuhan masyarakat dalam lingkup urusan pemerintahan
secara langsung. Untuk itu, dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat
terdapat berbagai kompleksitas tugas dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi

kompleksitas tugas tersebut.



F. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Birokrasi

a. Pengertian Birokrasi

Birokrasi merupakan sarana paling rasional untuk pelaksanaan kontrol
imperatif atas tindakan manusia dan dapat mencapai derajat efesiensi teknis yang
tertinggi (Weber dalam Kadir, 2015). Birokrasi adalah pemerintahan melalui sejumlah
biro, atau pemerintahan melalui sejumlah departemen negara yang diisi oleh staf yang
ditunjuk bukan dipilih, diorganisasikan secara hirarkis dan keberadaannya bergantung

pada otoritas mutlak (Riggs dalam Kadir, 2015).

Birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk
pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat spesialisasi di dalam sistem administrasi dan
khususnya oleh aparatur pemerintah. Hal tersebut menandakan tiga karakteristik
struktural dasar yang birokrasi, yaitu: hirarki, diferensiasi/spesialisasi dan kualifikasi
kompetensi (Marx dalam Kadir,2015). Birokrasi adalah sekumpulan tugas dan jabatan
teroganisir secara formal, menghubungkan secara kompleks bawahan dengan

perumusan peran formal (Almond dan Powel dalam Kadir, 2015).

b. Ciri-Ciri Birokrasi

Adapun ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber (Myers dan Myers dalam

Susanto, 2017: 111) , yaitu:



=

Adanya pembagian tugas;

no

Adanya hirarki;
3. Memiliki aturan dan prosedur;
4. Kualifikasi profesional dalam pelaksanaan pekerjaan;

5. Hubungan dalam organisasi bersifat tidak pribadi / impersonal.

Struktur birokrasi Weber (Blau dan Meyer dalam Kadir, 2015) memiliki ciri

pokok, sebagai berikut:

1. Kegiatan sehari-hari yang butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi
didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas-
tugas resmi.

2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis.

3. Pelaksaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten.

&

Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya semangat formal dan
tidak bersifat pribadi, tanpa perasaan-perasaan dendam atau nafsu, tanpa

perasaan kasih sayang atau antusiasme.

o

Pekerjaan didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan

pemecatan sepihak.

c. Fungsi Birokrasi

Adapun beberapa fungsi birokrasi menurut Max Weber (Giddens dalam

Susanto, 2017: 111), yaitu:



1. Spesialisasi yang memungkinkan produktivitas;

2. Struktur yang memberikan bentuk pada organisai;

3. Predictability (keadaan yang dapat diramalkan) dan stabilitas yang dapat
dikerjakan;

4. Rasionalitas yang dapat diuji dan diunggulkan dalam tindakan menciptakan

sinergi untuk memaksimalkan keuntungan.

d. Karakteristik Birokrasi

Adapun beberapa karakteristik birokrasi menurut (Weber dalam kadir, 2015:

44-47) meliputi:

(1). Standarisasi dan Formulasi

Max Weber memfokuskan perhatian pada standarisasi keterampilan pekerja
sebagai metode yang rasional untuk mengkoordinasikan dan mengontrol aktivitas
kerja. Formalisasi menunjukkan pada peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan
dokumentasi tertulis yang menguraikan hak-hak dan tanggung jawab karyawan (Daft

dalam Kadir, 2015).

(2). Pembagian Kerja dan Spesialisasi

Pembagian kerja di dalam organisasi birokratik dapat mengambil cara
kombinasi fungsi atau cara spesialisasi fungsi (Weber dalam Kadir, 2015). Spesialisasi

memungkinkan pekerja menjadi ahli di bidangnya, meskipun pekerjaannya mungkin



hanya suatu bagian kecil dari keseluruhan aktivitas organisasi (Rosenbloom dan

Kravchuk dalam Kadir, 2015).

(3). Hirarki Otoritas

Anggota organisasi mantaati otoritas pejabat hanyalah dalam kapasitasnya
sebagai anggota organisasi dan yang dipatuhinya semata-mata adalah hukum (Weber
dalam Kadir, 2015). Menurut (Macdonal, Burke, Stewart dan Jaques dalam Kadir,
2015) otoritas minimum dan otoritas tambahan dikelompokkan dalam tiga jenis,
meliputi: (1) otoritas kepegawaian, mencakup otoritas-otoritas untuk melakukan veto
terhadap hasil seleksi; memprakarsai pemindahan jabatan; dan melakukan seleksi
anggota organisasi, (2) otoritas ketetalaksanaan, mencakup orotitas-otoritas untuk
memberikan penugasan; memberi pengakuan atas kinerja; tinjauan ulang kinerja dan
memberi ganjaran atas Kinerja, (3) otoritas keuangan, mencakup otoritas-otoritas untuk
membelanjakan uang; mengalokasikan sumber daya material dan menandatangani

kontrak organisasi.

(4). Profesionalisasi

Profesionalisasi adalah suatu proses untuk mendorong dan melindungi
kepentingan pemangkuan jabatan secara profesional (Bevir dalam Kadir, 2015).
Profesionalisasi diprakarsai dan dikontrol pada umumnya oleh para praktisi berkenaan

dengan gaji, status dan kekuasaan (Bevir dalam Kadir, 2015).



(5). Dokumentasi tertulis

Dalam organisasi birokratik, seluruh tindakan, keputusan dan peraturan
administratif dirumuskan dan dicatat dalam tulisan. Hal ini dilakukan baik untuk
diskusi-diskusi dan proposal pendahuluan, keputusan-keputusan final dan terhadap
segala macam perintah dan peraturan. Pengurusan atas dokumen-dokumen tertulis ini

menjadi tugas dari suatu unit jabatan (Weber dalam Kadir, 2015).

2. Teori Kompleksitas Tugas

a. Pengertian Kompleksitas Tugas

Kompleksitas tugas dapat diidentifikasikan sebagai fungsi dari tugas itu sendiri
(Wood dalam Nadhiroh dan Laksito, 2010). Peningkatan kompleksitas tugas dapat
menurunkan tingkat keberhasilan tugas itu (Restuningdiah dan Indriantoro dalam Idris
dan Daljono, 2012). Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur,

membinggungkan dan sulit (Sanusi dan Iskandar dalam Nadhiroh dan Laksito, 2010).

Kompleksitas muncul dari ambiguitas dan struktur yang lemah, baik dalam
tugas-tugas utama maupun tugas-tugas lain (Restunigdiah dan Indriantoro dalam
Nadhiroh dan Laksito, 2010). Kompleksitas adalah sulitnya suatu tugas yang
disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas dan daya ingat serta kemampuan untuk
mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan (Jamilah dkk

dalam Idris dan Daljono, 2012).



Kompleksitas merupakan sulitnya suatu tugas yang disebabkan oleh
terbatasnya kapasitas, daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah
yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan. Aspek penyusun kompleksitas tugas
yaitu tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas. Tingkat kompleksitas tugas dikaitkan
dengan banyaknya informasi tentang tugas tersebut, sementara struktur terkait dengan

kejelasan informasi (Jamilah, dkk dalam Idris dan Daljono, 2012).

Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, membinggungkan,
dan sulit (Sanusi dan Iskandar dalam Nadhiroh dan Laksito, 2010). Kompleksitas tugas

dalam pengauditan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi tersebut tidak
konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan.

2. Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome (hasil) yang
diharapkan klien dari kegiatan pengauditan.(Chung dan Monroe dalam

Nadhiroh dan Laksito. 2010).

Menurut (Bonner dalam Idris dan Daljono, 2012) terdapat tiga alasan yang
mendasar untuk pengujian terhadap kompleksitas tugas dalam sebuah situasi audit,

antara lain;

1. Kompleksitas tugas ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang

auditor.



2. Sarana dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah
dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada
kompleksitas tugas audit.

3. Pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membuat tim
manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan

tugas audit.

b. Indikator Kompleksitas Tugas

Indikator kompleksitas tugas menurut Jamilah, dkk (dalam Susmiyanti,2016:

33-34), sebagai berikut:

1) Kesulitan tugas

Tugas dikatakan sulit apabila mengandung sedikit informasi. Semakin sedikit
informasi yang terkandung terkait dengan suatu tugas, maka kompleksitas tugas akan
semakin tinggi pula. Sehingga keadaan yang seperti itu dapat mengurangi kualitas

audit.

2) Struktur tugas

Struktur tugas merupakan kejelasan informasi dari tugas-tugas tersebut. Sebuah
tugas yang memiliki ambiguitas tinggi akan membuat semakin tingginya kompleksitas

tugas.



3. Teori Pelayanan Publik

a. Pengertian Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mahmudi dalam Kristanti,

2014:10).

2. Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Menurut Sulistiyani, dkk (2016) pelayanan publik harus memiliki unsur-unsur

dasar, yaitu:

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan
diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan



ketentuan perundang-undangan yang berlaku tetap berpegang terhadap
efisiensi dan efektifitas.

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat
memberi  keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus
mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi

peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.

4. Teori E-Government

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-government, menyebutkan bahwa untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan meningkatkan layanan publik yang demokratis,
transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efesien
melalui pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi diperlukan kesamaan
pemahaman, keserampakan tindakan dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur
kelembagaan pemerintah. E-government juga merambah ke berbagai sektor atau
bidang, terlebih dibidang infomasi dan komunikasi yang menjadi unsur terpenting dan

juga tidak lepas dari layanan publik yang sangat luas.

E-government lahir dan berkembang karena dorongan beberapa faktor, sebagai

berikut: (1) percepatan globalisasi yang mendorong bergulirnya perdagangan bebas



antar negara, (2) perkembangan yang revolusioner dari TI, sehingga kini teknologi
telah menjadi infrastruktur utama dalam pembangunan sistem dan aliran informasi
yang menjadi urat nadi pemerintahan yang sehat, (3) tuntutan efesiensi dan efektifitas
pengelolaan negara agar memiliki daya saing dan daya pikat untuk mengalirnya
investasi dari luar negeri, sehingga pembentukan good coorporate governance,
transparansi pengelolaan pemerintah dan isu-isu lain yang menghendaki keterbukaan
pemerintah baik dalam mengelola layanan bagi masyarakat maupun hubungannya
dengan dunia usaha semakin mendesak, (4) lahirnya perusahaan-perusahaan digital
yang hampir semua proses bisnis dan hubungan dengan pelanggan, pemasok, mitra
kerja dan karyawan dilakukan secara digital dan aset-aset utama perusahaan juga

dikelola secara digital (Laudon dalam Handiwidjojo dan Oetomo, 2015).

G. Definisi Konseptual

Definisi konsep dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dengan
jelas permasalahan yang akan diteliti. Adapun konsep dalam penelitian ini ialah

sebagai berikut:

a. Birokrasi

Birokrasi adalah suatu organisasi dengan bentuk piramid pada organisasi besar,
seperti adminisratif, militer dan niaga. Birokrasi merupakan alat pemerintah untuk
melayani kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pemerintah.



b. Kompleksitas Tugas

Kompleksitas tugas adalah suatu tugas yang kompleks, rumit dan minimnya
informasi, sehingga untuk menghadapi masalah-masalah tersebut diharuskan adanya

peningkatan kemampuan dan daya pikir dari para pengambil keputusan.

c. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah sebagai bentuk pemberian layanan atau melayani
keperluan atau kebutuhan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi
tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah diterapkan di organisasi
tersebut. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik melalui

sektor publik maupun swasta.

d. E-Government

E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan
pemerintahan berbasis elektronik. E-Government yang biasa dikenal dengan sebutan e-
gov,transformasi pemerintahan, pemerintah online atau pemerintah digital. E-

government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan
dengan jelas pengertian sesuai dengan definisi konsep. Untuk mengetahui tingkat

kompleksitas tugas birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Godean



Kabupaten Sleman, maka perlu adanya batasan-batasan penelitian menggunakan

indikator-indokator, sebagai berikut:

1. Kompleksitas Tugas

a. Indikator-indikator:

1) Kesulitan tugas

Tugas dikatakan sulit apabila mengandung sedikit informasi. Semakin sedikit
informasi yang terkandung terkait dengan suatu tugas, maka kompleksitas tugas akan
semakin tinggi pula. Sehingga keadaan yang seperti itu dapat mengurangi kualitas

audit.

2) Struktur tugas

Struktur tugas merupakan kejelasan informasi dari tugas-tugas tersebut. Sebuah
tugas yang memiliki ambiguitas tinggi akan membuat semakin tingginya kompleksitas

tugas.

3) Tingkat teknologi yang digunakan

Tingkat teknologi yang digunakan pegawai yang telah disiapkan untuk

memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas.



4) Kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi

Kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi sebagai bentuk

pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi pegawai.

2. Pelayanan Publik

a. Unsur-Unsur:

1.

4.

Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan
diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.

Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi
kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku tetap berpegang terhadap
efisiensi dan efektifitas.

Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat
memberi  keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus
mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi

peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.



. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang tidak menggunakan cara analisis statistik atau analisis
kuantifikasi. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut
pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara
bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian

(McMillan dan Schumacher dalam Wahyudi, 2016).

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian tentang tingkat
kompleksitas tugas birokrasi dalam pelayanan publik berbasis e-government di Kantor
Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Pendekatan tersebut dapat dikembangkan
secara luas oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi tentang tingkat
kompleksitas tugas birokrasi dalam pelayanan publik berbasis e-government di Kantor

Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat
penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawacara terhadap narasumber

di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.



Tabel 1.3 Data Primer Penelitian

No.

Data Primer

Narasumber

Teknik
Pengumpulan
data

Kesulitan tugas, struktur tugas,
tingkat teknologi yang digunakan
dan kemampuan pegawai dalam
menggunakan teknologi.

Subbagian Umum dan
Kepegawaian

Wawancara

Kesulitan tugas, struktur tugas,
tingkat teknologi yang digunakan
dan kemampuan pegawai dalam
menggunakan teknologi.

Subbagian Keuangan,
Perencanaan dan
Evaluasi

Wawancara

Kesulitan tugas, struktur tugas,
tingkat teknologi yang digunakan
dan kemampuan pegawai dalam
menggunakan teknologi.

Seksi Pemerintahan

Wawancara

Kesulitan tugas, struktur tugas,
tingkat teknologi yang digunakan
dan kemampuan pegawai dalam
menggunakan teknologi.

Seksi  Ketenteraman
dan Ketertiban

Wawancara

Kesulitan tugas, struktur tugas,
tingkat teknologi yang digunakan
dan kemampuan pegawai dalam
menggunakan teknologi.

Seksi  Perekonomian
dan Pembangunan

Wawancara

Kesulitan tugas, struktur tugas,
tingkat teknologi yang digunakan
dan kemampuan pegawai dalam
menggunakan teknologi.

Seksi  Kesejahteraan
Masyarakat

Wawancara

Kesulitan tugas, struktur tugas,
tingkat teknologi yang digunakan

Seksi
Umum

Pelayanan

Wawancara




dan kemampuan pegawai dalam

menggunakan teknologi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder

untuk mendukung penelitian dan untuk melengkapi data primer. Data yang didapatkan

dari kajian sumber-sumber berupa dokumen, buku-buku, media dan arsip lainnya yang

dapat menjadi penunjang penelitian terkait dengan kompleksitas tugas birokrasi dalam

pelayanan publik berbasis e-government di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten

Sleman.
Tabel 1.4 Data Sekunder Penelitian
Teknik
Pengumpulan

No. Data Sekunder Sumber Data Data

1. | Visi dan misi Kantor | Website resmi Kantor | Dokumentasi
Kecamatan Godean Kecamatan Godean

2. | Kedudukan, tugas, fungsi | Peraturan Bupati Nomor 107 | Dokumentasi
dan susunan organisasi Tahun 2016

3. | Uraian tugas, fungsi dan | Peraturan Bupati Nomor 107 | Dokumentasi
tata kerja Tahun 2016

4. | Struktur organisasi Struktur  organisasi  Kantor | Dokumentasi

Kecamatan Godean tahun 2017
5. | Peraturan perundang- | Media online dan dokumen | Dokumentasi

undangan terkait

pemerintah




6. | Jurnal online dan jurnal | Media online dan perpustakaan | Dokumentasi
offline

7. | Data-data lainnya terkait | Media online, website dan | Dokumentasi
dengan penelitian internet

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.
Kecamatan Godean merupakan salah satu kecamatan yang berada diwilayah
administratif Kabupaten Sleman. Kecamatan Godean berada didekat batas wilayah
dengan Kabupaten Bantul. Pengumpulan data yang berhubungan dengan judul peneliti
dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian di Kantor Kecamatan Godean
Kabupaten Sleman. Dalam hal tersebut data diperoleh secara langsung dari narasumber

di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder, untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder maka penulis

menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara

mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau autoritas atau seorang



ahli yang berwenang dalam suatu masalah (Anna dalam Wahyudi, 2016). Wawancara
dilakukan untuk memperoleh data dilapangan yang lebih jelas dan kongkret.
Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung terkait tentang kompleksitas tugas
dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas tugas kepada narasumber di
Kantor Kecamatan Godean, yaitu: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian
Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat,
dan Seksi Pelayanan Umum. Adapun indikator-indikator pertanyaan dalam wawancara
ialah sebagai berikut: kesulitan tugas, struktur tugas, tingkat teknologi yang digunakan,

kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi.

Tabel 1.5 Wawancara

No. Narasumber Indikator Pertanyaan
1. | Subbagian Umum dan Kepegawaian 1. Kesulitan tugas
2. Struktur tugas

2. | Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi | 3. Tingkat  teknologi
yang digunakan

3. | Seksi Pemerintahan 4. Kemampuan pegawai
: i dalam menggunakan
4. | Seksi Ketenteraman dan Ketertiban teknologi

5. | Seksi Perekonomian dan Pembangunan

6. | Seksi Kesejahteraan Masyarakat

7. | Seksi Pelayanan Umum




2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang diperoleh dilapangan secara tertulis atau
bacaan. Pengumpulan data dari dokumentasi lebih jelas dan kongkret. Data-data
tersebut berupa buku-buku, arsip, dokumen, peraturan-peraturan dan foto terkait
dengan penelitian tentang kompleksitas tugas birokrasi dalam pelayanan publik
berbasis e-government di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Dokumentasi
untuk menunjang penulis dalam mengetahui kompleksitas tugas dan faktor-faktor yang
mempegaruhi kompleksitas tugas. Dokumentasi tersebut berupa visi misi, tugas, pokok
dan fungsi, struktur organisasi Kantor Kecamatan Godean serta dokumentasi-

dokumentasi lainnya.

e. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dengan teknik pengumpulan data primer dan
data sekunder selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa teknik yaitu reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan, penjelasannya sebagi berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisa data kualitatif. Reduksi data
untuk memfokuskan serta memilah data yang pokok dan penting yang berkaitan
dengan kompleksitas tugas birokrasi dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan
Godean, sehingga dapat diambil kesimpulannya. Dengan demikian mempermudah

peneliti karena reduksi memberikan gambaran yang jelas untuk mengumpulkan data



dan mencari data selanjutnya. Selama dalam proses penelitian dilakukan reduksi data

secara terus menerus.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan gabungan berbagai infomasi tentang kompleksitas
tugas birokrasi dalam pelayanan publik Kantor Kecamatan Godean Kabupaten Sleman,
sehingga adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Jaringan, bagan, teks
naratif, gambar, tabel, foto, grafik dan matrik merupakan bagian dari bentuk-bentuk
penyajian data kualitatif. Penyajian data dilakukan menggambarkan hasil temuan
wawancara dan dokumentasi penunjang data yang diperoleh di Kantor Kecamatan

Godean.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari analisa data kualitatif. Penarikan
kesimpulan ialah sebagai hasil analisis untuk mengambil tindakan. Proses penarikan
kesimpulan dengan melakukan intreprestasi data terkait kompleksitas tugas birokrasi
dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Godean Kabupaten Sleman yang telah

di display.



